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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR AA TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 4 TAHUN 201,2 TENTANG TATA CARA PENGELOI"AAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun

2OL2 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan

Sosial;

bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2o1t tentang Pedoman

pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka

peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2ol2 perlu diadakan

perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Nomor 4 Tahun 2072 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah

dan Bantuan Sosial;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a2861; 
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3.

4.

5.

undang-undang Nomor 17 Tahun 2ol3 tentang organisasi

Kemasyarakatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a3O);

Undang-UndangNomorl.Tahun2oo4tentang
perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor a355);

Undang-UndangNomor2STahun2oL4tentang
pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 292, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang

penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 66, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7231;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosial (I"embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oog Nomor 12, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a9671;

peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5771;

7.

8.

9.
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10. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

PengelolaanKeuanganDaerah(IrmbaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 t Tahun 2OlO tentang

standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123' Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

peratrrran Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang

pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor4Tahun2olstentangPenrbahanKeempatAtas
peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2o1O tentang

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll

tentang Pembahan Kedua Atas Peratrrran Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 14 Tahun

2Ot6 tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman

pemberian Hibah dan Banhran sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2OO8 Nomor 7);

11.

t2.

13.
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16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tatrun 2oL2 tentang Tata cara

Pengelolaan Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana telah

diubahdenganPeraturanBupatiNomorlotahun2ols
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan sosial (Berita

DaerahKabupatenMusiRawasTahun2oL2Nomor4);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BLIPATI NOMOR 4 TAHUN 2OI2 TENTANG

TATA CARA PENGELOI.,AAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2ol2 tentang

Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2ol2 Nomor a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan

keuangan daerah.

(2) pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja

urusan pilihan.

(3) pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

menunjang pencapaian sasaran progftlm dan kegiatan pemerintah

d.aerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendulmng

terselenggaranya fungsi pemerintah, Peffibangunan dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat'
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(4) pemberian Hibah sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) memenuhi

kreteria Paling sedikit :

perunhrkannya secara spesifik telah ditetapkan;

bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak tems menerus

setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali

ditentukan lain oleh peraturan pemndang-undangan;

c. memberikan nilai manfaat bas pemerintah daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangqnan

dan kemasYarakatan.

d. memenuhi persyaratan penerima hibah'

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

a.

b.

Pasal 5

(l) Hibah daPat diberikan kePada :

a. Pemerintah Rrsat;

b. Pemerintah Daerah lainnYa;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Daerah;dan/ata,u

d. Baclan, I'elnrrlbaga, dan Organisasi kemasyarakatan

hukum Indonesia.

Usaha Milik

yang berbadan

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(U Hibah kepada Pemerintah Rrsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

hu11f a diberikan kepada satuan keda dari kementerian/lembaga

pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam

daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5 hun.f b diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan undang-

undang.
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Hibah kepada Badan usaha Milik Daeratr sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk menemskan

hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai

dengan ketenhran peraturan perundang-undangan

Hibah kepada Badan dan kmbaga sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan kmbaga:

a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki

Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam

Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota;atau

c. Yang trersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan

berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui

pengesatral atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau

kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan

kewenangannya.

(5) Hibah kepada orgarrisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia sebgaimana dimaksud datam pasal 5 huruf d diberikan

kepadaorganisasimas5rarakatyangberbadanhukumyaJiasanatanr

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang

telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang

membidangi u11san hulmm dan hak asasi manusia sesuai peraturan

perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal

6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat

atau sebutan lainnya; dan

(3)

(4)



c. berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang

bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit;

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi umsan hukum

dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditenhrkart

lain oleh peraturan perrrndang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang

bersangkutan;dan

c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan'

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai

berikut;

Pasal 8

(1) pemerintah R:sat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara

terhrlis kePada BuPati.

(2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi

usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menyampaikan hasil evalusi berupa rekomendasi kepada Bupati

melalui TAPD,

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai

berikut;

Pasal 11

{1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1o ayat (l)

dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja

hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belarrja hibah PAD PPKD'
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(2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) meliPuti :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Badan usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

dan/atau

d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia.

(3) Bantuan berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (21 dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke

dalam jenis belanja barang dan jasa dan objek belanja hibah barang

atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (a) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai

berikut;
Pasal 13

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau

jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala

daerah berdasarkan peratrrran dacrah tentang APBD dan peratrrran

kepala daerah tentang penjabaran APBD'

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar penyaluran/ penyerahan hibah'

penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada

penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.

Pencairan hibah dalam benhrk uang dilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

g. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai

berikut;
Pasal 19

(t) Pemerintah Kabrrpaten rlapat memberikan bantr:an sosial kepada

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah'

(3)

(4)
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(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib

dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, rasionalitas

dan manfaat untuk masYarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah I(abupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal at A'?rtl 2pl7

,BUPATI RAWAS

H.H GUNAWAN

Diundanglran di Lubuklinggau

pada tanggal A\ Aqci\ 2017

, SEKRETARIS DAERAH
\

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAwAS TAHUN 2ot7 NoMoR ..4.1
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